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g ABSTRAK

#  Girik merupakan surat penguasaan atas lahan milik adat, tidak merupakan
hak. milik tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. Tentunya girik ini tidak
berlipa sertifikat atau tidak berupa akta autentik, tetapi hanya berupa surat di
bawah tangan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pihak bank harus menerapkan prinsip
kehrati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada nasabah apabila jaminan yang
diserahkan tersebut hanya berupa surat keterangan menguasai tanah adat, tetunya
hdtini nantinya akan menjadi masalah ketika dilakukan eksekusi apabila terjadi
kredit macet atau tidak dapat dibayar oleh nasabah.

0  Peraturan Bl No0.13/26/PBI1/2011 Tentang Bank Perkreditan Rakyat,
m§1yatakan bahwa, perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong
penayaluran kredit kepada UMKM antara lain adalah tanah dan/atau bangunan
defigan bukti kepemilikan berupa surat girik atau yang dipersamakan dengan itu
tertmasuk akta jual beli.

g Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah bagaimana kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau
berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, dan bagaimana hubungan antara
jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum
normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan
kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-
hatian perbankan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum
positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk
menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar
dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian
kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan
degan permasalahan yang diteliti.

®  Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kekuatan hukum Girik
se@gai jaminan kredit tidak sama dengan setifikat hak milik, karena girik berupa
sufat penguasaan tanah yang diberikan oleh pemangku adat kepada seseorang,
dengan demikian maka girik tidak dapat dialihkan langsung kepada pihak lain
se@agaimana halnya hak milik. Sehingga girik yang dijadikan jaminan kredit tidak
mempunyai kekuatan yang sama dengan sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh
pikak yang berwenang. Oleh karena itu pihak bank yang menerima girik sebagai
jarganqinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang tepat dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian.

< Hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan adalah
sangar erat, karena salah satu syarat dikabulkannya permohonan kredit yang
di&hkan nasabah adalah atas dasar jaminan yang layak dan dapat
dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang bersangkutan. Jaminan merupakan
bgng yang dapat dijadikan untuk pelunasan hutang nasabah, apabila kredit yang
diajukan tersebut bermasalah, atau mengalami kemacetan dalam pembayaran
ar%:uran atau nasabah tidak dapat lagi melunasi hutangnya.

I
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan

dioyeH @

rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat

w

sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap
~

pehgorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi

=
Alah SWT.
=

= Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Q

HaRum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan

Sljcr)ipsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik

secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan
membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk

(p]
& semuanya.
-

g°]
2.xBapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag

+¥]
?,beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

D

Cmenuntut ilmu di UIN Suska Riau.

=
3.§Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta
Ejajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4.;Uri<etua Jurusan llmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan IImu
§Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak
%)membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
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5.mIBapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan

-
okemudahan selama penulisan skripsi ini.

o
6.0,Bapak /lbu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehinggah

—penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua

=
—ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis

>
CDdlmasa mendatang.

c
7.§Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam

Q;-menyelesaikan skripsi ini.

g Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan
membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini
bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Nopember 2019

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S



36
40
44

DAFTAR ISI
Prinsip  Kehati-hatian

Berdasarkan
iv

Kekuatan Hukum Girik Sebagai Jaminan Kredit
Ditinjau
Perbankan. ...

Prinsip Kehati-hatian...............cccooiviiniiciienecceceen,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A

Pengertian Bank ..........ccccoviiiiiiiiiciie s
Perjanjian Kredit........ccoovvieiieniie e
Jaminan Kredit ...

UNSUr-unsur Perjanjian............cceveerverereneseseseenneneenns
Pengertian GiriK......eesssssssseesssssssssessnns

Syarat-syarat Perjanjian............cccouerininiisinnenesennens
TINJAUAN TEORITIS

Macam-macam Perjanjian.............ccoocvevvereerueseesenseennns

Sistematika Penulisan...........cccoccovivviiiiiinenieiie e,
Pengertian Perjanjian...........ccccccevvevveieeieeiesie s esieanens

Tujuan dan Kegunaan Penelitian............c.ccccooeiveiiienen.
Metode Penelitian..........cccooververeiieneeie e
TINJAUAN UMUM

Batasan Masalah..........oooooooiiio
Rumusan Masalah ........cccoeveeeeooioeeee e

Latar Belakang .......ccccooeieiiieiineniieieeiesie s

PENDAHULUAN

A
B.
C
D
A
B
C.
D
E

PENGANTAR .........oovvmivmvmrrrrreenessssssssssssssssssssssssssssseeesssssssssss
A
B
C.
D
E
F

< B
© Hak cipt& malik UEN SuBka Riau
o < ¥ N m

GESAHAN

V:

m?ﬁm%m_m:smn University 8f Sultan Syarif Kasim Riau
o0 @

BAB Il :

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_u__._,.MW 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/eh__ _u.ﬂm:mcznm:ggmrquc@_wm:rwum:::@mszm:mémwmﬂc_zmcmxm_ﬁmc_

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



o © I~
re} O o
g
= : H H
(3} . H H
X P
o P
‘@ : : :
s R
& P
c P
[+ - H H
(=) : : :
o - H .
[«B] H - -
° P
c P
[3+] : : :
A= E:
E P >
[3+] : : :
— : : :
© . -
s § P
[ H .
< 8 c i
S o 3
c e .
25 573 E«
T & E ¥ § X
> <
: T =
o a < od 3§
Z
e <
.. X o
> <z
© Hak ciptamilik U mc ska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
m a
ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._;l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nwf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/en b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
B BAB I
{ah]
-
o PENDAHULUAN
=
jeb)
=
A-atar Belakang Masalah
~
— Interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang
=

yang lain bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk lisan dan ada yang

c
bé;\_bentuk tulisan dalam bentuk perjanjian. Oleh karena itu hubungan yang

diEkukan tersebut tidak terlepas dari usaha seseorang untuk melakukan inovasi
atgj perkembangan dalam kehidupan, salah sartunya adalah pengembangan usaha
atau bisnis.

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan
yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seorang
dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pebisnis melihat prospek
kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat

beﬁalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai.

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya,

B[S

ya#u berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, kegiatan bisnis

DI

méliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa untuk

<
memperoleh laba’.

ua

Salah satu bentuk untuk pengembangan diri dan untuk menambah

hasilan adalah dengan cara mendapatkan modal melalui perbankan. Bank

e
As uejngjyo A3r1s

'Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,(Bandung; PT

.Citia Aditya Bakti, 2002), h. 2
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mgupakan lembaga atau wadah tempat penyaluran dana dari dan oleh masyarakat
G

segara umum.

=

o Untuk memperluas bisnis perlu bantuan dari pihak perbankan yang
=]

memberikan pinjaman berupa kredit. Perbankan merupakan salah satu sumber
~

dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau

bagan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk
c

mg\_hingkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif
jeb)

misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan
QD

yaAg bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat

dapat memanfaatkan pendanaan dari bank Sedangkan kebutuhan yang

bersifat produktif misalnya meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya,

dagangannya, contohnya membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik.

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan
konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan dari salah satunya
da@m bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan
bi%anya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.
P%)ankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary

A
ingitution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional.
KQ:g'iatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam
begiuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk
krgdit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui

pen;n'éturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-

0p]
undangan lain yang terkait.
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©
g Semua pebisnis sudah pasti membutuhkan bantuan modal dari bank,

se@gai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan
d%\m Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Pe%_aankan yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
mgyarakat dalam bentuk simpanan dan manyalurkannya kepada masyarakat
daﬁm bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
tafj%f hidup rakyat banyak”.2

Q;E; Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa perbankan merupakan
Iegbaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu
perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi bisnis. Sebagai
lembaga keuangan, kegiatan perbankan yang pokok adalah membeli uang dengan

cara menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menjualnya kembali kepada

masyarakat dengan cara pinjaman atau kredit.>

;U") Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Pezﬁbankan juga dijelaskan, bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang
ps?:Bjksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pegtumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan
rag/at banyak”.*

®

E Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa perbankan bertujuan untuk
meifmbantu masyarakat dalam memperolen modal untuk perkembangan usaha,
déi'ggan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau nasabah

“pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
$Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.32
*pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
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©
yagg akan mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu antara kedua belah

-
pikak, yakni masyarakat selaku nasabah dan pihak bank harus sama-sama

o
mgmenuhi ketentuan dalam suatu perikatan atau perjanjian, agar dikemudian hari

=
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

=
— Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

= .
m%cakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

c
mgrlaksanakan kegiatan usahanya.’ Sedangkan Bank adalah badan usaha yang

jeb)
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

k$ada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.®
Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu
kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi
perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang mana
kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang
peEI}reditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi
paia:; nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit
us;i-l.]a kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
% Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya percaya.
Dé:alm hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang

w

ke:é‘éda nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk
(=}

m@hmbayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.’

®pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
®pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
"Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 57
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g Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang

-

diglasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain
o

yafig mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

Wi(tu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan,

=
atat pembagian hasil keuntungan.®

b Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melakukan beberapa

c
tagrapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan

ta;Japan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang
be%aku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Salah satu tahapan atau syarat yang harus dipersiapkan oleh nasabah
adalah bahwa nasabah harus menyerahkan jaminan sebagai pertanggungjawaban
dari pinjaman modal yang diperoleh dari bank. Jaminan merupakan syarat penting
yang haus dipersiapkan oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman dari bank,
baik berupa surat, sertifikat dan sebagainya, maupun dalam bentuk barang atau

hagn:i’a benda.

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang

IS1 23

naptinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. Kegiatan

yidie

bafk banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat, karena itulah pengelolaan

=
p@ankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan
]
usah

anya.’

ng jo

Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) merupakan prinsip yang

méﬁyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

®pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
°|swi Hariyani dan Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Yogyakarta : Pustaka

Yustisia, 2010), h 98.
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©
usglanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal nasabah

dacl_:;;_m rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepada
ba%k. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan
ke%atan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada
mgyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan
biﬁksana atau tidak ceroboh agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko yang
aKE_n terjadi. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau
pe;::;biayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan
d$ kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk
memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,
dana prospek usaha dari nasabah.*

Salah satu bentuk jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah Girik.
Gfﬁk merupakan surat penguasaan atas lahan milik adat, tidak merupakan hak
mg’k tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. Tentunya girik ini tidak berupa
seg:ifikat atau tidak berupa akta autentik, tetapi hanya berupa surat di bawah
taéan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat

di§ertanggungjawabkan.
]

Girik diperbolehkan sebagai jaminan kredit, sebagaimana dijelaskan dalam

&30 £31

Pegaturan Bl No.13/26/PBI1/2011 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan

O
=

wa, perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran

19Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan edisi revisi, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.
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©
krgdit kepada UMKM antara lain adalah tanah dan/atau bangunan dengan bukti

-

kepemilikan berupa surat girik atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta
o

jual beli.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa girik sebagaimana

nan diberlakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang mengajukan

§_

aman dengan nominal dibawah lima puluh juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk

=
neiaexgnsemrimnw

mé&mbantu masyarakat dalam menambah modal usaha atau untuk memperluas

pertanlan dan sebagainya.

Girik belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu pihak
bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada
nasabah apabila jaminan yang diserahkan tersebut hanya berupa surat keterangan
menguasai tanah adat, tetunya hal ini nantinya akan menjadi masalah ketika
dilakukan eksekusi apabila kredit atau pinjaman yang telah diberikan kepada
nasabah tersebut macet atau tidak dapat dibayar oleh nasabah.

Berkenaan dengan hal tersebut bahwa, Girik sebagai jaminan pinjaman

Y
[Sg23e3S

it pada bank memang sah saja menurut hukum, tetapi tidak mempunyai

uatan eksekusi karena Gerik adalah akta dibawah tangan dan pihak lain masih

X
d1Eke

t mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, tidak sama dengan sertifikat

g

g mempunyai kekuatan eksekusi karena dibuat di depan badan yang

<
ISAT

O
@Is

enang
Di sinilah pihak bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada

masSyarakat atau nasabah, di satu sisi bank harus menyalurkan dana kepada

S ugns jo

o3

yarakat, agar terjadi perputaran dana yang ada pada bank tersebut, di sisi lain
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©
ba§< juga harus memperhatikan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dana

-

teesebut. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak bank, maka bank tidak
o

dgpat melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

=
Tentang Perbankan, yakni melaksanakan prinsip kehati-hatian.

X

— Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian terhadap

ha

SN

ini dalam bentuk skripsi, dengan judul: “KEKUATAN HUKUM GIRIK
c
SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP

©
KEHATI-HATIAN PERBANKAN”.

e

BBatasan Masalah

Untuk memberikan arah dan penjelasan dalam tulisan ini agar tidak
menyimpang dari pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang
dibahas yakni, mengenai girik yang dijadikan jaminan kredit di bank, kemudian
kekuatan jaminan girik dalam perjanjian kredit bank, serta penerapan prinsip
kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah.

C%Qumusan Masalah

-
o S . N e
— Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
&

adglah sebagai berikut:

T

Bagaimana kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau
berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan?
Bagaimana hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian

perbankan?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

[NS JO AJISIDATU() dDTWIB[S] d)€}§
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Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang kekuatan hukum
Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian
perbankan.

b. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang hubungan antara
jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dan bagi
peneliti berikutnya dalam kajian yang sama.

c. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran
kepada pihak bank dan nasabah, yang berhubungan dengan kredit agar
dapat menjalankan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

d. Memberikan masukan kepada pihak bank dan masyarakat, agar
mempunyai kesadaran dan iktikad baik dalam melaksanakan suatu

perjanjian atau kesepakatan.
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E.mI/Ietode Penelitian

-
o Dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan metode

d

pefelitian sebagai berikut:

Ag uej[ng jo AJISIdIATU() dDTUIR]S],9}¥}S

. Jenis dan Sifat Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian
hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan
dengan kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan

prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan

nNely ejysng NIN A!Hkw

kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi
dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan  konkret
mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.™*

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu
penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah jaminan Girik yang diserahkan oleh
nasabah kepada bank, dalam bentuk akta di bawah tangan, yang tidak
mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi,
karena masih dapat dibantah oleh pihak lain yang juga mempunyai hak

terhadap Girik tersebut.

=
[(e]

neny wisey gie

“Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
), h.74
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. Data dan Sumber Data
Sebagai penelitian normatif, maka sumber datanya bersumber dari
data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau pendapat ahli,
buku yang berasal dari hasil penelitian dan sebagainya.
Adapun bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan
menjadi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat
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seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan

perundang-undangan.

. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang
dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum
primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku
yang membahas mengenai jaminan kredit, artikel-artikel dan bentuk

tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.*

. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian

terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis

o)
nery wisey pIeAg uejng jo AJISIaATU() dTWER[S] 3}L}S

2Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
ndo Persada, 2008, h.30
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terhadap jaminan yang berupa Girik dalam mendapatkan kredit pada bank
yang dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.
Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu
dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan teori, pendapat para ahli
dan peraturan perundang-undangan mengenai Girik yang dijadikan jaminan
dalam perjanjian kredit bank, yang dihubungkan dengan kekuatan hukum
dari Girik, serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada
nasabah oleh bank. Setelah melakukan pengolahan data tersebut, penulis

f13

menarik kesimpulan dengan cara deduktif,™ yaitu menyimpulkan dari hal-

hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

(98]

Ag uej[ng jo AJISIdATU) FWIR[S] d)¥}S

w

Berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
keguaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
TINJAUAN UMUM

Berisi perjanjian, macam-macam perjanjian, unsur-unsur perjanjian,

dan syarat-syarat perjanjian.

19

neny wisey Qgie

B330erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

), h.252
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Berisi pengertian gerik, pengertian bank, pengertian kredit, pengertian
Berisi mengenai kesimpulan dan saran, terhadap pembahasan dan hasil

Berisi tentang kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau
berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, dan hubungan antara
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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B BAB 11
{ah]
-
o TINJAUAN UMUM
=
AgPengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu

uatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

o]
IENw

orgzgg lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau
kdjfjltrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu
segagai berikut:
1.gKontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela
dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan
Isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi
dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
gfdi tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang

-

(¢]
;ada dalam masyarakat.

F—

+¥]
3.EKontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang

™
gelah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan

Al

mketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak

I

.

masyarakat.

A31S

14
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©
4.§<ontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang

-
odibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada
o

aydalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.*

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh

x
R

a belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus

gikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat

SSN |

m

& N

tef8ebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang

ti melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan

eg&ex

wahprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi
perjanjian.

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.*

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang

kukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan

3
e[sgajels

pedanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di
™
pe;!Igadilan.16

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan

ISI9A

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan

&

a setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak

“Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16
“Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar
Mgju, 2004), h.61

Ibid.

o
£g ueun%;o

P
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©
yagg terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka,

-
ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o
Défngan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara

du% atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang

mgahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.'’
i Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi

bz;}:?j_wa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan

hL;;um, akan dipertarunkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau
kc?r;trak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.*®

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.*®

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian
m%’upakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk

-

m

m%laksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.
&

D@am Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah
™

sugu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

< . .
satil orang lain atau lebih.?°

W

::

)

3 YKartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta:PT.
RagaGrafindo Persada, 2003), h.17

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang,
(J@arta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1
%Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grefika, 2010), h.4
2  RSubekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
(JdRarta:Pradnya Paramita, 1985), h.304

1
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©
g Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan

-

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
o

segfiatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

=
—-  Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua

=
pefsetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

=
yang membuatnya.

c
< Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

se;;kat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
digyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan
dengan iktikad baik.?

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak,
yaitu sebagai berikut:

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam
suatu kontrak.

Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari
berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak
para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak

tersebut.

Zbid, h.307

neny wisey jredg uejpng jo AJrsIdarupn dTwe[s] 33835
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Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak
dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara
penuh sesuai isi kontrak tersebut.

Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah
sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan
tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis
kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak

nery eysns Nin N w eidio ey o

telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan
kewajiban

semata-mata.?

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari
terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara
tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya
ha.i? dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas

-

tegéebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.
Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya

keSépakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal

U@ orurey

=)
SAT

yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur

d

s

m Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak

merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

22Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13
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g dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah
; adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
g'b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak
2 para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk
Z melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas,
i namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan
‘E_ kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah
Q;E; kawin sebelum cukup 21 tahun.
gc. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang
maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu
ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak
;U") tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.®
(¢]
B.gMacam-Macam Perjanjian
E' Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
teéculis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak
daii;gm bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat
0[;12 para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).
£
2
G

2Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo

PeFsada, 2010), h.13
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Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak Kketiga.
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka
para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban
mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa
keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat
dibenarkan.

Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah
satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang
menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta
notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu
adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan
alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun

pihak ketiga.?*

G

nery wisey FIeAg uej[ng jo AJISIdATU() dTUWIR]S

*Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar

ka, 2010), h.43
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Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa

perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang

o
mgmpunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hokum
=1 .
atat yuridis.
=~
— Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:
il. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan
c
£ perjanjian tertentu.
jeb)
72. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian
QD
< adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan
bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.”®

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat

bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga

o <
we[sgajels

p

yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.

am-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu
iri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam

njian sebagaimana tergambar di bawabh ini.

Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu
Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang
tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata,

menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu

neny wisey jupeiAg uejng jo &4}91?};\1@ D1

Bbid, h.43
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adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan
yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah
yang baik, sampai pada saat penyerahan.
Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah
ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah
melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan
membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau
patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-
tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si
berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya
dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.
Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti
yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak
melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang
diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata
“Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak
yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena
pelanggaran itu dank arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian

biaya, rugi dan bunga.
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©
g Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu

-

perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan
o

apd yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan.

3

C.;? Syarat-Syarat Perjanjian
=

> Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya

keg)epakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal
w

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur
py)

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a.CSepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan
unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi
dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran
dan penerimaan atas penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para

pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan

ajelg

kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya

eIs]

eseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut

=

Jrua

belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

P
ATU[)

Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan

ISI9

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang

0 A3

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini

DS J

alam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau

enaga, dan tidak berbuat sesuatu.
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©
d.TSuatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”®

dio ye

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa

QW e)

segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu yang

=
jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau
paﬁkan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh

c
ka‘;‘\_bna itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang

jeb)
berfaku.

g Demkian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa
yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut
pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah

ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa

(sebab), ia dianggap tidak pernah ada.

D.Ul)Jnsur-Unsur Perjanjian

-
E- Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan
m&ljadi:
B8
~a. Unsur essensialia;
=
Eb. Unsur naturalia;
4
wc.  Unsur accidentalia.
<
S Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam
@)
sefiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh,
Z
=
<

%Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo

PeFsada, 2010), h.13
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©
dagaﬁm suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab

-
tagpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

E’ Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam
un%gng-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang
dagm hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam
suau perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk
mgihanggung biaya penyerahan.

Q;:j Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang

QD
ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu.

Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.
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{ah]
G
o KONSEP TEORITIS
=
m - - -
AzPengertian Girik
;? Girik merupakan tanah milik adat yang konversi haknya ke negara belum
=

di@ftarkan melalui Kantor Pertanahan. Kemudian dijadikan salah satu hak yang
ters_gapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Girik atau Petuk

»
hacTﬁ_yaIah merupakan surat penguasaan atas lahan, tidak merupakan hak milik
tegpi hanya sebagai penguasaan atas lahan.

- Girik atau Petuk adalah surat penguasaan atas lahan milik adat, yang
diserahkan kepada seseorang untuk mengolah atau menguasai lahan tersebut,
tetapi bukan milik pribadi yang bersangkutan. Artinya Girik atau Petuk tersebut
hanya berupa surat penguasaan atas sebidang tanah milik adat dan tidak hak milik
yang bersangkutan.

Girik atau Petuk merupakan penamaan yang diberikan oleh pemangku
ao%t terhadap sebidang tanah milik adat yang diberi kuasa kepada seseorang untuk

e

m&lggarap atau menguasai sebidang tanah tersebut, dan kepada yang

be?és’angkutan diberi hak untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut.

g- Girik atau petuk sebenarnya bukan milik pribadi tetapi milik adat yang
atai;_ persetujuan pemangku adat diberi kuasa kepada seseorang untuk menguasai
taE)ah tersebut dengan perjanjian yang sudah disepakati. Oleh karena itu girik atau
peii’,;Jk tersebut tidak bisa dipindahkan tangan kepada orang lain tanpa persetujuan
i

! pemangku adat yang bersangkutan.

26
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©
B.mIPengertian Bank
-
o Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan

o
usghanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

a tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.*’

Sw

d
Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

En

tuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan

atag bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

1 & e

bgyak.28
Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).

o

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya di ubah melalui Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

2"Kasmir, Pemasaran Bank, (Kencana, Jakarta : 2004), h. 9
?8Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank
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d

se

(b

ug o>

neiy e)ysng Nin!iw ejdioyeq o

28

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2009. Selanjutnya di sebut UUBI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(UUPS).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi
dan Akuisisi Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI1/2006, tanggal 8 November
2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI1/2009, tanggal 27 Januari

2009 tentang Bank Umum.?®

erjanjian Kredit

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan

gannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur

k, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang

mémajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu

S

te@‘éntu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi

neny wisey jupeiAg uejng jo

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung : Mandar Maju, 2012), h. 4
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©
pig}iljaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil

-
kegntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.®

d

Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak

menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan

segdatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang

diserahkan itu.®

NSN3 !IEW e}

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah®*:
1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur dan kreditur.
Kewajiban debitur adalah:
1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Kewajiban kreditur adalah:

ajelg

1. Menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan;
2. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban debitur;
3. Memberitahukan kepada debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran
angsuran.
Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno

mengartikan perjanjian kredit adalah®: "perjanjian pokok atau perjanjian induk

**Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.111
! Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.19
%2 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu,

(Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 78.
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©
yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, kreditur

berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar yang disetujui dan debitur
berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian kredit".

Definisi ini terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dan
kewajiban antara kreditor dan debitur, padahal dalam perjanjian kredit itu sendiri
yang paling prinsip adalah kesepakatan para pihak. Pengertian lain dari perjanjian
kredit adalah: "perjanjian bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur
mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang
mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utang-nya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Adapun ciri perjanjian kredit, adalah sebagai berikut:
1.  Bersifat konsensual

Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama
yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat
riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money menurut hukum
inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, akan tetapi bukan
perjanjian peminjaman uang menurut hukum indonesia yang bersifat
riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat
tanguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan yang
konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank

dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak mengunakan atau

%% Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 6
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melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya
kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi
bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjiakan. Hak
nasabah debitur untuk dapat menarik dan kewajiban bank untuk
menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat
yang ditentukan didalam perjanjian kredit.
Pengunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak
dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu
oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau
debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit,
kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam
perjanjian dan pemakain yang menyimpang dari tujuan itu
menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit
secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki
debet atau outstanding kredit. Hal ini berarti nasabah debitur bukan
merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan
perjanjian Kkredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu
adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan Kkata lain, perjanjian kredit
bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam —
meminjam atau pinjam menganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian
kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku Ketiga

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin y!jlw eydio ey @

w

32

Syarat cara pengunaannya

Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian
peminjaman uang adalah mengenai syarat cara pengunaanya. Kredit
bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan
mengunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir
dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada
peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya
oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara
debitur akan mengunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit
bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan
mutlak nasabah debitur, kredit slalu diberikan dalam bentuk rekening
koran yang penarikan dan pengunaannya berada dalam pengawasan

bank.

Perjanjian kredit juga dapat dikatakan, perjanjian bank sebagai kreditur

dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau

pembagian hasil keuntungan.

Definisi lain dari perjanjian kredit adalah:* "Perjanjian yang dibuat antara

kreditor dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau

kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan

neny wisey jrpeig uej

% salim HS, Op.Cit, h.80.
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bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepa-

kati antara keduanya."

Unsur-unsur perjanjian kredit:

= 1
=
= 2.
=
o 3.
=
@ 4,
L
Q

adanya subjek hukum;
adanya objek hukum;
adanya prestasi;

adanya jangka waktu.

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditor dan debitur. Sedangkan

objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit itu sendiri adalah: "penyediaan

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga®.

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan

rag’yat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis
g

krgdit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1.S§Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibagi dua, yaitu:

D

Y
4
)
o
=
5
<
@
wn
7}
>
@

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk

nery wisey jupAg uejng jo A3Is12A1u,

% pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk

keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

YeASNS NIN AW gjdido e @

2.

ae

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[SPIIe)S

34

pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode
yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.
Kredit Modal Kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal Kkerja
diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-
biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
ilihat dari segi tujuan dari kredit, dapat dibagi tiga bagian yaitu:
Kredit Produktif
Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi
atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan
menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk
pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit
industri akan menghasilkan barang industri.
Kredit Konsumtif
Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam
kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena
memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai
contoh kredit perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabotan rumah

tangga, dan kredit konsumtif lainnya.
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Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk
membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan
yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan
tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen
perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit

ini misalnya kredit ekspor dan impor.*®

ilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibagi tiga yaitu:

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari
satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk
keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit
peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau

palawija.

. Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kreditnya berkisar antara satu

tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk
melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk,
atau peternakan kambing.

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling
panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas tiga tahun
atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti
perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit

konsumtif seperti kredit perumahan.

nery wisey jupAg uej[ng jo A3IsI3ATUg dIWeR[S] 3JLIS

*®Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.120
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©
4.mIKemudian dilihat dari segi jaminan, maka kredit dapat dibagi dua yaitu:

g. Kredit Dengan Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut
dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai
jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit
yang diajukan si calon debitur.

Kredit Tanpa Jaminan

nelyg-eysns Nin y!tw eyd

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta
loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank

atau pihak lain.*’

D. Jaminan Kredit
5 Pihak kreditur (pemberi pinjaman) cenderung untuk meminta jaminan

hu’fang yang khusus dari pihak debitur (penerima pinjaman), agar pembayaran

hLEangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan tersebut

m?éalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai.

g- Adapun hak jaminan konvensional terdiri dari hipotik, hak tanggungan,
gaizrai benda bergerak, gadai tanah, fidusia, bank garansi, personal garansi dan
seEagainya. Sedangkan jaminan yang nonkonvensional antara lain adalah cessie

7))

urfiuk menjamin hutang, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak

e

da@)at dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya dan sebagainya.

¥ 1bid.

neny wisey jred
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@)

g Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si

-

berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang
o

suglah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan segala

pertkatan pribadi debitur tersebut”.*®

=
— Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang

beﬁanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa
pefzyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika
pe;;u dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan
as% kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang Yyang
memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan
melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib
memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral
yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.*

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata
Hlbfdzum Indonesia dikelompokkan menjadi:

-

¢]
1.m-Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan

N
=perjanjian.
=

2.g§/|enurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat
@erseorangan.

W

3:2Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya

(=}
Qan tanpa menguasai bendanya.

%83uharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2012), h.26
%¥Abdul R.Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan,Teori dan Contoh Kasus,

(Jakéarta: Kecana, 2008), h.20
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©
4.mI/Ienurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum

=
«flan jaminan khusus.*

o
o Dalam praktek perbankan, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua
=
magcam, yaitu jaminan immaterial (perorangan) dan jaminan materil (kebendaan).
~
— Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan

Ia@%gsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur
teF?Ct:_entu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan
m;,nberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk
m?mperoleh pemenuhan dari piutangnya. Adapun yang termasuk jaminan
perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi.
Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak
atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak
urﬁ&k meminta pemenuhan piutangnya kepada si debitur, terhadap hasil penjualan

-

be:ﬁda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak

F—

ksgfendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka
yagg memperoleh hak baik yang berdasarkan atas hak yang umum maupun
kh_:g'sus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Jaminan kebendaan dapat
dL%'kukan pembebanan dengan gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan

=
fidusia.*!
c

Aglue)y

“OTitik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka
isher, 2006), h.192
“!Ibid, h.193

Pu
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Dalam prakteknya, jaminan kebendaan seperti yang diungkapkan di atas

o
digjeH o

m masyarakat masih tetap berkembang dan dipergunakan dalam hal

mglakukan transaksi peminjaman uang baik di lembaga perbankan maupun di

W En

lembaga pembiayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Al

— Adapun hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda, maka dengan
adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk

c
péj\_Unasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan

itL;dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila
bgda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu
disebut gadai. Selain gadai adalagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi.
Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda
jaminan itu disebut hipotik.*?

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa jaminan terhadap hutang dapat
dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini tergantung dari
begérnya hutang dan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan yang berupa benda
beia:'.gerak biasanya dikuti dengan surat-surat kepemilikan, dan jaminan terhadap
be;i;da tidak bergerak hanya dibuktikan melalui surat yang berupa sertifikat dan
segﬁgainya.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai

ISIJOAI

Quat terhadap kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, agar

8

p

o

tur memang benar-benar dapat menggunakan uang yang diberikan tersebut

| [oX
Ag uBn&jo

gan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan diberikannya kredit tersebut.

“2Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
), 170

N
o
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©
g Di lapangan memang sering terjadi bahwa nasabah dalam menggunakan

-
kredit yang diberikan tersebut tidak sesuai dari penggunaan semula, kadang-
o

kadang bisa saja diarahkan ke tujuan lain, seperti konsumtif dan penggunaan hal-
hai yang lainnya. Oleh Kkarena itu jaminan merupakan bentuk dari

=
peftanggungjawaban dari pihak debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dibayar

se?;ai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

c
w
e
QO

E.ZErinsip Kehati-hatian

g Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
Perbankan, dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari
ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas
terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalan
kegiatan usahanya.*®
Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu

berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu

1sgarels

sisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang

X
Se

pefbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

uB o

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan

S

ﬁusxaA;

ra pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian (prudential banking),

nagun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

**Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2009), h.147
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©
mempertegaskan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan, yang
=
menyatakan:
=
o  Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat

keg(_ehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas
m%ajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan
defgan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip
kéc}:?‘j_ati-hatian”.44

©
v Pasal 29 ayat (3): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan

begdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
memercayakan dananya kepada bank.”*

Pasal 29 ayat (4): “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan

informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.*®

1S

Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) sangat berhubungan erat, karena

O
Foje

ujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai penyimpan dan

IS

sitApanannya. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub

1&He

ju@a pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

@ o

Pasal 8: “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya

SISIIAT

segyai dengan yang dijanjikan”.

$j0

i‘s‘Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Ibid.,
“®Ibid.,
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g Pasal 10: Bank Umum dilarang :

; a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam
E’ Pasal 7 huruf b dan huruf c

2 b. Melakukan usaha perasuransian

g c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
i dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

“C?z_ Pasal 11 ayat (1) “Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas
m;hsimum pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

el

pemberian jaminan penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang
serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok
peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok
yang sama dengan bank yang bersangkutan”.

Pasal 11 ayat (2): “Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai

de%?gan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

; Pasal 11 ayat (3): Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas
mgfsimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
pe;r;ﬁberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang
se%pa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih
dari modal disetor bank

b. Anggota dewan komisaris
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c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf ¢

d. Pejabat bank lainnya, dan

e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4): Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

elgexsns NInijtw eydio yeq @

boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai
dergan ketentuan yang ditetapkan oleh BlI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang
Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun
dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang
lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4).
Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib
m%’aksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank
wg-ib untuk tetap senatiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal,

+¥]
kuglitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang

™
be&]ubungan dengan usaha bank.
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I BAB V
{ah]
G
o PENUTUP
=
m -
AKesimpulan

— Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan

n

setiagai berikut:

1.3’(ekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit tidak sama dengan setifikat hak
w

§nilik, karena girik berupa surat penguasaan tanah yang diberikan oleh

py)
apemangku adat kepada seseorang, dengan demikian maka girik tidak dapat
c

dialihkan langsung kepada pihak lain sebagaimana halnya hak milik. Sehingga
girik yang dijadikan jaminan kredit tidak mempunyai kekuatan yang sama
dengan sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Oleh
karena itu pihak bank yang menerima girik sebagai jaminan harus benar-benar
dengan pertimbangan yang tepat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
2.UI)—Iubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan adalah
Ea;angar erat, karena salah satu syarat dikabulkannya permohonan kredit yang
%iajukan nasabah adalah atas dasar jaminan yang layak dan dapat
?dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang bersangkutan. Jaminan merupakan
<%arang yang dapat dijadikan untuk pelunasan hutang nasabah, apabila kredit

(g°]
@ang diajukan tersebut bermasalah, atau mengalami kemacetan dalam
b=

]
gpembayaran angsuran atau nasabah tidak dapat lagi melunasi hutangnya.

56
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ad ©

B -Baran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan

%d!o e

n sebagai berikut:

1.-Kepada pihak bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian

|

alam menerima dan menetapkan permohonan kredit yang diajukan oleh

NI

0r;asabah, terutama yang berhubungan dengan jaminan yang diajukan, kepada

c
”t?;_im penilai jaminan harus benar-benar selektif dalam menentukan nilai kredit

jeb)
-yang dapat diberikan kepada nasabah, tentunya harus sesuai dengan jaminan

QD
yang diserahkan oleh nasabah yang bersangkutan.

2. Kepada nasabah atau debitur harus mempunyai iktikad baik dalam pengajuan

kredit kepada bank, nasabah harus memberikan data yang benar dan jelas
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, jangan sampai memberikan data yang
tidak benar kepada bank, terutama yang berhubungan dengan jaminan yang
diserahkan, harus benar-benar jelas bahwa jaminan tersebut adalah hak milik

af@asabah yang bersangkutan, jangan sampai ada tuntutan dari pihak lain

=
@
3
c
=
o
5
=
o
=
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